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BISMILLAHI RRAH MANIRRAHIM
ATAS RAHMA? ALLAH YANC MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2aL7 tentang Tata cara
Perencanaau, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata CarJ Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencar:a Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pemhangunan Jangka Menengah Daerah, serta
?ata cara Ferubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jaleka, Menengah
naerat{ aan Rencana Kerja Femerinta}r Daerah, Bupati
perlu men€tapkafi Peraturan Bupati tentang Perubahan
itencana Kelja Pemerintah Daerah {RKPD} Kabupaten;

Menimbang: a.

b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Perubahan merupakan dokumen p€rencanaan
pembangunan daerah yang meajadi acuan penyusunan
i,erubahan Kebdakan Umum-Anggara:l Pendapatan dan
Belanja Kabupaten ?ahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Aceh Besar tentang Perubahan Reneana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 {Drt} Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Namor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1O92);

2" Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa
Aceh {I*mbar*n Negara Republik Indcnesia Tahun 1999
Nomor L?2, Tambahan lembarau Negara Republik
Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Namor 47, Tambahan l,embara* Negara Republik Indonesia
i'{omor 4286};

4. Undang-Undang.....



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AG4 Nonror 104, Tambahan
trembaran Negara Republik Indonesia Nsmor 442L1;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tertang
Pemerintahan Aceh (l.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 I'lomor 62, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor a633);

6, Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentarg
Pemerintahan Daerah {trmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 55871, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang:Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daeratr (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan L,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {l,ebaran Negara Republik
Indonesia Tahun ?.ALg Nomor 42, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Perrgelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Fedcman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Pembahan Rencana
Pembangunan Jangka Paqiang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah {Berita Negara Republik Indonsia
Tahun 2Al7 Nomor 1312);

1O. Peraturan Menteri Balarn Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara
Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 465].

11. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 21 Tahun 2018 tenta*g
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 tBerita
Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 Nomor 21).

MEMUTUSI(4N....



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TEI"ITANG PERUBAHAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEH ACEH
BESAR TAHUN 2019.

Pasal 1

{I} Perubahan Rencana Kerja Pernerintah Daerah Kabupaten
Aceh Besar Tahun 2019 yang selanjutnya disebut Perubahan
RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2OLg merupakan
Rencana Keda Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh
Besar yang menjadi acuan Penyusunan Perubahan Rencana
Anggaran Pembangunan Tahun 2019, sebagaimana
teriantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupari ini.

(2) Perubahan RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2Ol9
merupakan suatu dokumen yang digunakan sebagai
pedoman penyusunan Perubahan Anggaraa Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2A19,
Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten {KU-APBK} dan Penetapan Plafon
Anggaran Sementara tPPASl, sebagai bagian dan proses
Pen;rusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Tahun Angggaran 2019.

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun zOLg
merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2AL7-2O22
yang sinergis dengan sasaran pembangunan provinsi dan
nasional.

t2) Perubahan RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 20lg
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} menjadi :

a. acuan dalam menjalankan pembangunan di Tatrun 20lg
karena memuat kebijakan publik;

b. pedoman dalam penJrusunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun
Anggaran 2Ol9 karena memuat arah dan kebijakan
pembangunan; dan

c. jaminan kepastian kebijakan karena menceffninkan
komitmen pemerintah, sesuai dengan potensi dan
kemampuan keuangan daerah.

Fasal3......
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Pasal 3

Dalam rangka proses Penyusunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun
Anggaran 2019 rnaka:

a. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menggunakan Perubahan
RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 sebagai bahan
Pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupatan (XU'APBH) dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPASI Tahun ?O19
bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar;

b. Dokumen Perubahan KU-APBK adalah dokumen yang
memerlukan kesepalcatan bersama arlt€rra Pemerintah
Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten untuk
lebih lanjut menjadi landasan Penyusunan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sernentara (PPAS).

Pasal 4

Bupati dalam proses penyusunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019
menetaplcan Tim Anggaran Pemerintah Daerah {TAPD}
untuk menyusun KU-APBK dan PPAS.

Seluruh Program dan kegiatan yang dirancang haruslah
bersifat lintas sektor, lintas pelaku dan lintas koordinasi
yang dapat merealisasikan arah dan tujuan pembangunan
daerah.

Pasa1 5

Tim Anggaran Pemerintah Daerah {TAPD} Kabupaten
Aceh Besar rnenggunakan dokumen perubahan RKPD untuk
lebih lanjut menelaah kesesuaian antara Perubahan Kebijakan
umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupatea Aceh
Besar Tahun Anggaran 2019 denga:r hasil pembahasan bersama
Dewan Perwakilan Ralqyat Kabupaten Aceh Besar.

Passl6.......
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Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiaP orang mengetahuinYa'
pJngundangan Peraturan Bupati ini dengan
h*a* Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar'

diundangkan.

memerintahkan
penernPataRnYa

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tariggal 10 Juni 2019 M

6 SYawal 1440 H

Diundangkan di Kota Jantho

oada taneeal 1O Juni 2019 M
6 Syawal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH I,
KABUPATEN ACEH BESAR,V

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN zALg NOMOR l9a.

UPATI ACEH BESAR'


